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Abstrak

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai salah satu instrumen
strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance). Meski regulasi seperti Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menegaskan peran desa dalam mengelola keuangan secara mandiri, realitas
di lapangan masih menunjukkan adanya persoalan mendasar, khususnya di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran,
Kabupaten Banyuwangi.

Fokus utama penelitian ini adalah: (1) menganalisis penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD, yang meliputi tahap
perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban; dan (2) mengevaluasi sejauh mana prinsip transparansi diterapkan
dalam pengelolaan ADD untuk mendukung tercapainya good governance di Desa Gambiran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk keterbukaan informasi publik yang dilakukan pemerintah desa,
seperti penyampaian data keuangan dan realisasi kegiatan melalui papan informasi, musyawarah desa, maupun media
lainnya, guna memastikan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pembangunan desa.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara,
dan dokumentasi terhadap aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban terhadap akuntabilitas dan
transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk mencapai good governance di desa gambiran, kecamatan gambiran,
kabupaten Banyuwangi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pemerintah Desa Gambiran telah berupaya menerapkan akuntabilitas
dalam pengelolaan ADD, baik pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui musyawarah desa, tahap pelaksanaan yang
mengikuti prosedur administratif, maupun tahap pertanggungjawaban melalui penyusunan laporan keuangan dan Surat
Pertanggungjawaban (SPJ). Namun, masih terdapat kelemahan berupa kurangnya keterbukaan dalam penyampaian informasi
kepada masyarakat luas serta keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam menyusun laporan yang akurat dan tepat waktu. Dari
sisi transparansi, meskipun informasi penggunaan anggaran sebagian telah dipublikasikan melalui papan pengumuman desa
dan forum musyawarah, tingkat aksesibilitas dan partisipasi masyarakat masih rendah. Hal ini menyebabkan potensi
kesenjangan informasi dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa, Good Governance.

PENDAHULUAN

Sejalan dengan era otonomi daerah dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa berurusan langsung dengan
masyarakat dan merupakan lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Indonesia. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
mengangkat kembali otonomi desa yang berbasis jati diri, mengakomodasi keanekaragaman, melestarikan serta memajukan
adat, tradisi dan budaya setiap desa di dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengesahan UU Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa pada 15 Januari 2014 menjadi langkah penting bagi pembangunan desa di Indonesia. Regulasi ini
memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan dan pembiayaan desa, di mana sekitar 73.000 desa memperoleh dana
dari pemerintah pusat dan daerah hingga mencapai satu miliar rupiah per tahun. UU ini memberikan kepastian anggaran yang
lebih besar sehingga desa dapat lebih mandiri dan berkelanjutan dalam melaksanakan pembangunan.

Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta
memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, di perlukan kebijakan penataan dan
pengaturan mengenai desa yang di wujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan
sebagai berikut: desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut dengan Desa.Desa adalah kesatuan
masyarkat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah,
kepentingan masyarkat setempatberdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akuntansi pemerintahan diterapkan tidak hanya pada level pusat, tetapi juga di tingkat desa, di mana semua memerlukan
tanggung jawab atas setiap anggaran dan aktivitas yang dilaksanakan. Kemajuan desa sama pentingnya dengan pemerintah.
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Agar desa dapat berkembang dan kehidupan masyarakatnya terbebas dari kemiskinan, dibutuhkan upaya untuk membangun
desa. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, diperlukan adanya aspek tata kelola yang baik (Good Governance), di mana salah
satu karakteristik atau elemen utama dari Good Governance adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (pricipal) yang
memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Selanjutnya, akuntabilitas dapat diartikan sebagai
bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Alokasi Dana Desa adalah salah satu komponen dari dana perimbangan yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota minimal 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Prosedur pengalokasian ADD ditentukan
melalui Peraturan Bupati/Walikota dengan mengacu pada Peraturan Menteri. Penyaluran ADD kepada desa dilaksanakan
secara bertahap. Dalam tahapan penganggaran desa, Bupati/Walikota akan menyampaikan rencana ADD dalam waktu 10
(sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) atau Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disetujui oleh
Kepala Daerah bersamaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Alokasi dana desa merupakan perolehan bagian keuangan desa yang dari kabupaten penyalurannya dari kas desa. Adapun
maksud pemberian alokasi dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas
penggunaan dana desa untuk mencapai tujuan pembangunan desayaitu meingkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan
kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan , melalui :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar

2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat

3. Mengembangkan potensi ekonomi lokal.

4.  Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Pemberian ADD ini semakin menunjukkan partisipasi pemerintah pusat dalam pembangunan antar desa di satu
kabupaten/kota sebagai upaya untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan
masyarakat desa di daerah pedesaan dengan pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan desa akan sukses jika
dilakukan dengan partisipasi masyarakat yang maksimal melalui proses pemberdayaan komunitas. Sumbangan masyarakat
dalam bentuk gagasan, tenaga, dan aset sangat dibutuhkan untuk pembangunan yang merupakan kebutuhan utama masyarakat
demi mencapai kesejahteraan bersama. Namun, banyak warga desa yang tidak bisa menyampaikan aspirasinya dan tidak
memahami untuk apa dana ADD tersebut digunakan. Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan untuk terlibat dalam
pelaksanaan kegiatan ADD.

Kepala desa bertanggung jawab mewakili pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa baik dalam kepemilikan
kekayaan milik desa yang bersumber dari usaha desa maupun dana desa. Kebijakan khusus dalam penggunaan ADD yaitu
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat produktif, dan
pemberdayaan masyarakat berdikari. Pengalokasian ADD kepada setiap desa mempertimbangkan Kebutuhan penghasilan tetap
kepala dan perangkat desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat geografis desa.

Kesadaran dalam berinovasi dan bekerja dapat dicapai melalui proses pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat.
Karena pemberdayaan memiliki tahap yang kaku, yaitu dimulai dari pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti
training atau pelatihan, pengembangan kelembagaan kelompok, penumbuhan modal masyarakat dengan menghubungkan
kelompok dengan lembaga-lembaga keuangan untuk pengembangan usaha produktif, serta penyediaan informasi yang relevan.
Sebenarnya, pemberdayaan masyarakat desa merupakan usaha untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penduduk
dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, serta mengembangkan kemampuan masyarakat desa dalam
mengelola dan memanfaatkan sumber daya melalui bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam konteks
pemberdayaan masyarakat desa, Undang-Undang No.6 Tahun 2014 mengenai Desa menentukan kesepakatan bersama seluruh
anggota desa sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam menjalankan otoritasnya untuk mengelola dan mengatur Desa.
Pengelolaan Dana semakin mudah dengan dibantu program RKAS yang bertujuan sebagai pemantauan guna mengutamakan
transparansi serta akuntabilitas dalam prosesnya.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan masih banyaknya desa yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-
prinsip tersebut. Salah satu contohnya adalah Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, yang meskipun
secara rutin menerima ADD, namun masih ditemukan beberapa permasalahan seperti rendahnya transparansi dalam pelaporan
keuangan, minimnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta lemahnya pengawasan internal.
Banyak masyarakat desa tidak mengetahui untuk apa dana desa digunakan, sehingga mereka kesulitan berpartisipasi aktif
dalam proses pembangunan desa. Aspek empiris ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal sebagaimana diatur
dalam regulasi (aspek normatif) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan
penyalahgunaan kewenangan, pemborosan anggaran, dan gagalnya pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.

Menghadapi kenyataan tersebut, dibutuhkan pendekatan teoritis dan yuridis yang mampu menjembatani kesenjangan antara
harapan dan kenyataan. Prinsip-prinsip Good Governance, seperti akuntabilitas dan transparansi, dapat dijadikan sebagai
instrumen evaluasi dalam mengukur efektivitas pengelolaan ADD. Akuntabilitas mengharuskan setiap penggunaan anggaran
dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik, sementara transparansi menuntut keterbukaan informasi agar
masyarakat dapat terlibat secara aktif dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Teori-teori tata kelola keuangan publik
menekankan pentingnya kontrol internal, pelaporan yang tepat waktu, serta partisipasi masyarakat sebagai pilar utama dalam
menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas.

Dalam perspeknf akuntan51 syarlah akuntan51 syarlah mengedepankan prinsip pertanggung]awaban keadllan dan
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kegiatan ekonomi serta pengelolaan dana. Akuntansi syariah tidak hanya mengevaluasi aspek materi dari suatu transaksi, tetapi
juga memperhatikan nilai moral dan spiritual demi terwujudnya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.
Good Govemance dalam perspektlf akuntansi syarlah terdapat dalam Al-Quran Surah Al Anfaal ayat 27, yaitu:

@ Or3alis 25 15l 1533455 O30 505 401 53545 ¥ 1 sl aall (@il

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu
mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

Merujuk pada ayat di atas, Allah SWT menginstruksikan kepada seluruh hamba-Nya untuk menjaga setiap kepercayaan
yang telah diberikan kepada mereka dengan seoptimal mungkin. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah daerah sebagai
institusi yang telah ditugasi mengelola keuangan daerah harus mampu mempertanggungjawabkan dan memberikan informasi
yang transparan kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan daerah yang telah digunakan dalam berbagai kegiatan atau
kebijakan untuk melayani masyarakat secara efektif, efisien, dan relevan.

Kecamatan Gambiran terdiri dari enam desa, yaitu Desa Purwodadi, Desa Jajag, Desa Gambiran, Desa Yosomulyo, Desa
Wringinrejo, dan Desa Wringinagung. Setiap desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berbeda,
antara lain Desa Purwodadi sebesar Rp 1.145.161.000, Desa Jajag sebesar Rp 1.452.894.000, Desa Gambiran sebesar Rp
1.730.583.000, Desa Yosomulyo sebesar Rp 1.350.450.000, Desa Wringinrejo sebesar Rp 1.136.539.000, dan Desa
Wringinagung sebesar Rp 1.136.950.000. Desa Gambiran memiliki luas wilayah sekitar 345 hektare yang terdiri dari beberapa
dusun, dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000 jiwa. Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani, pedagang
kecil, serta pelaku usaha mikro yang menjadi penggerak utama pereckonomian desa. Dengan besarnya jumlah dana desa yang
diterima, maka perlu diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelolanya dan pelibatan
masyarakat serta akses informasi yang transparan sangat penting dalam pengelolaan dana desa guna memastikan pengelolaan
yang optimal. Namun masih terdapat masyarakat yang belum mengerti mengenai pengelolaan dana desa di Desa Gambiran,
terkhusus warga masyarakat yang tidak memiliki akses teknologi untuk memantau langsung melalui website desa. Kondisi ini
menunjukkan bahwa korelasi antara ADD dan prinsip Good Corporate Governance(GCG) khususnya transparansi,
akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan masih perlu diperkuat. Implementasi ADD hanya dapat mencapai hasil yang
maksimal apabila dikelola sesuai prinsip GCG, sehingga setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, diawasi
oleh masyarakat, dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh warga Desa Gambiran.

Beberapa dinamika pengelolaan dana desa di Desa Gambiran menunjukkan perlunya evaluasi terkait transparansi dan
akuntabilitas. Masyarakat sempat menyoroti ketidaksesuaian informasi antara papan APBDes dengan realisasi kegiatan, serta
keluhan mengenai laporan penggunaan dana desa yang belum tersampaikan secara terbuka. Hal ini menandakan bahwa
meskipun tata kelola di Desa Gambiran cukup baik, peningkatan transparansi dan pengawasan publik masih diperlukan agar
pengelolaan dana desa lebih akuntabel dan terhindar dari potensi penyimpangan. Dalam konteks manajemen keuangan publik
terutama di tingkat desa seringkali ada masalah seperti minimnya transparansi informasi, rendahnya pengawasan, serta potensi
penyalahgunaan kekuasaan. Oleh sebab itu, penerapan prinsip tata kelola yang baik yang mencakup akuntabilitas, transparansi,
partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum sangat krusial dalam mengelola dana desa secara bertanggung jawab.

Melihat pentingnya isu ini, maka penelitian tentang penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ADD di
Desa Gambiran menjadi relevan untuk dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam
upaya peningkatan kualitas tata kelola dana desa dalam meningkatkan kualitas pengelolan dana desa dan dapat menjadi acuan
bagi desa-desa lain yang memiliki permasalahan serupa. Sekaligus memperkaya literatur mengenai penerapan prinsip GCG
dalam pengelolaan dana desa. Sehingga penulis tertarik membuat penelitian dengan judul "Penerapan Akuntabilitas Dan
Transparasi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mencapai Good Governance Di Desa Gambiran, Kecamatan
Gambiran, Kabupaten Banyuwangi.

METODE
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih
karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses dan praktik penerapan akuntabilitas dan
transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), serta menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di
lapangan. Penelitian deskriptif digunakan untuk memaparkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat
mengenai mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD dalam upaya mewujudkan good
governance di tingkat desa, tanpa melakukan pengujian hipotesis atau perhitungan statistik.

B. Lokasi dan Subjek Penelitian.

Lokasi penelitian ini adalah Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan lokasi ini
didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Gambiran merupakan salah satu desa penerima Alokasi Dana Desa
dengan jumlah anggaran yang relatif besar, sehingga membutuhkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan
transparan. Selain itu, di desa ini masih ditemukan beberapa permasalahan terkait keterbukaan informasi dan
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD, sehingga relevan untuk dikaji lebih lanjut.

Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja
berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam. Subjek
penelitian meliputi Kepala Desa, perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, Badan Permusyawaratan
Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta masyarakat penerima manfaat Alokasi Dana Desa
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C. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses pengelolaan ADD, mulai dari perencanaan hingga
pertanggungjawaban, serta melihat bentuk keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Wawancara
dilakukan secara mendalam dan semi-terstruktur kepada para informan untuk memperoleh data primer terkait
penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ADD. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan
data sekunder berupa APBDes, laporan realisasi anggaran, Surat Pertanggungjawaban (SPJ), notulen musyawarah
desa, papan informasi desa, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga
tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan
memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang relevan
dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah
dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan secara terus-
menerus selama proses penelitian untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan data yang
ditemukan di lapangan.

Keabsahan Data.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi
metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan, seperti
pemerintah desa, BPD, dan masyarakat, untuk memastikan konsistensi informasi. Triangulasi metode dilakukan
dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi guna meningkatkan validitas data. Selain itu,
peneliti juga melakukan pengecekan ulang data kepada informan (member check) serta pengamatan secara
berkesinambungan agar data yang diperoleh benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data yang diperoleh oleh peneliti melalui tahap wawancara di lapangan serta melalui observasi dan dokumentasi,
kemudian peneliti melakukan penyajian data. Hasil dari data tersebut kemudian dianalisis kembali sesuai dengan fokus pada
penelitian. Adapun data-data yang didapatkan dilapangan berupa.

1.

Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Dan
Pertanggungjawaban Di Desa Gambiran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa
(ADD) di Desa Gambiran telah berjalan pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, yaitu perencanaan,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa telah melaksanakan Musyawarah
Desa (MusDes) sebagai forum utama untuk merumuskan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh ADD.
Keterlibatan perangkat desa, BPD, dan perwakilan masyarakat menunjukkan adanya upaya untuk menyelaraskan
program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya
merata karena musyawarah masih didominasi oleh tokoh tertentu, sehingga aspirasi warga secara luas belum
seluruhnya terakomodasi.

Pada tahap pelaksanaan, pengelolaan ADD di Desa Gambiran telah mengikuti ketentuan administratif yang
berlaku, termasuk penyusunan dokumen pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai dengan APBDes yang
telah disahkan. Pemerintah desa juga melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, hasil penelitian menemukan adanya keterbatasan
sumber daya manusia aparatur desa, khususnya dalam pemahaman teknis pengelolaan keuangan dan pencatatan
administrasi. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi ketepatan waktu dan ketelitian dalam pelaksanaan serta pelaporan
keuangan desa.

Pada tahap pertanggungjawaban, pemerintah Desa Gambiran telah menyusun laporan realisasi anggaran dan Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai bentuk akuntabilitas formal kepada pemerintah di atasnya. Laporan tersebut
menjadi bukti bahwa secara normatif desa telah melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban keuangan sesuai
regulasi. Namun, akuntabilitas tersebut masih bersifat administratif dan vertikal, sementara akuntabilitas horizontal
kepada masyarakat belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya akses masyarakat terhadap
laporan keuangan dan rendahnya pemahaman warga mengenai penggunaan ADD secara rinci.

Penerapan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mencapai Good Governance

Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD di Desa Gambiran telah dilakukan melalui beberapa
media, seperti pemasangan papan informasi APBDes dan penyampaian informasi dalam forum musyawarah desa.
Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa untuk membuka informasi penggunaan anggaran
kepada publik. Transparansi ini penting sebagai sarana membangun kepercayaan masyarakat serta mendorong
pengawasan publik terhadap pengelolaan dana desa.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi tersebut belum sepenuhnya efektif.
Informasi yang disampaikan masih bersifat umum dan belum menjelaskan secara rinci realisasi anggaran maupun
progres kegiatan. Selain itu, keterbatasan akses informasi, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan
teknologi atau tidak aktif mengikuti forum desa, menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi. Kondisi ini
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berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta munculnya persepsi negatif terhadap
pengelolaan dana desa.

Kurangnya transparansi yang komprehensif juga tercermin dari adanya ketidaksesuaian informasi antara papan
APBDes dengan realisasi kegiatan di lapangan sebagaimana disoroti oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa
transparansi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga konsistensi dan keakuratan data yang
disampaikan. Oleh karena itu, transparansi di Desa Gambiran masih perlu diperkuat melalui penyediaan informasi
yang lebih mudah diakses, jelas, dan berkelanjutan agar masyarakat dapat memahami dan mengawasi pengelolaan
ADD secara optimal.

KESIMPULAN

Penerapan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gambiran telah sesuai dengan ketentuan,
meskipun menghadapi tantangan. Pada tahap perencanaan, masyarakat dilibatkan melalui Musyawarah Desa bersama BPD dan
tokoh masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan. Pelaksanaan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
dengan pengawasan desa, BPD, dan masyarakat, disertai papan informasi dan laporan berkala, meski aparatur desa masih
terbatas dalam penyusunan administrasi. Pada tahap pertanggungjawaban, laporan realisasi anggaran disampaikan kepada
BPD, pemerintah kecamatan, dan masyarakat melalui papan informasi serta musyawarah, mencerminkan akuntabilitas publik
meskipun partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih rendah. Penerapan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana
Desa (ADD) di Desa Gambiran dilakukan melalui musyawarah desa, pemasangan papan informasi dan baliho APBDes, serta
pemanfaatan media sosial, dengan informasi realisasi anggaran diperbarui secara berkala sesuai tahapan penyaluran dana.
Praktik ini sejalan dengan UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang menegaskan transparansi sebagai
prinsip utama pengelolaan keuangan desa, sekaligus menjadi instrumen kontrol sosial bagi masyarakat. Transparansi di Desa
Gambiran telah mendukung akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, memungkinkan publik memantau alokasi dana dan
menilai hasil pembangunan, meski masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas aparatur, kurangnya standarisasi
laporan, dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.
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